BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.1085 2015 KEMENKEU. Revisi Anggaran. Tahun Anggaran
2015. Tata Cara. Perubahan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/PMK.02/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 257/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 257/PMK.02/20 14 telah diatur tata cara revisi
anggaran Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa untuk penyelesaian dokumen anggaran
dalam rangka pelaksanaan anggaran berdasarkan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 jo.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/20 14;
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Mengingat

Menetapkan:

1.

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
257/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran
Tahun Anggaran 2015;

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010
tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5178);

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi
Anggaran Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 257/PMK.02/2014 TENTANG
TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN
2015.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun
Anggaran 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 2

(1) Revisi Anggaran terdiri atas:

a.
b.

Revisi Anggaran pada BA K/L; dan
Revisi Anggaran pada BA BUN.

(2) Ruang lingkup Revisi Anggaran meliputi perubahan rincian
anggaran pada BA K/L dan BA BUN yang terdiri atas:

a.

C.

perubahan rincian anggaran yang disebabkan
penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk
pergeseran rincian anggarannya;

perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu
anggaran tetap; dan/atau

ralat karena kesalahan administrasi/Zrevisi administrasi.

(3) Revisi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b mengakibatkan perubahan alokasi
anggaran dan/atau perubahan jenis belanja dan/atau volume
Keluaran (Output) pada:

a.
b.
C.
d.

e.

kegiatan;

satker;

program;

kementerian/lembaga; dan/atau
APBN.

2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal diubah, sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu
anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) huruf b sebagai akibat dari adanya hal-hal sebagai
berikut:

a.

b
C.
d

Sisa Anggaran Kontraktual;

. Sisa Anggaran Swakelola;

kekurangan Biaya Operasional;
Perubahan Prioritas Penggunaan Anggaran;
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(2)

(3)

e. Perubahan Kebijakan Pemerintah; dan/atau
f. Keadaan Kahar.

Perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu
anggaran tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b dibedakan dalam:

a. pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1 (satu)
Program; dan

b. pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program.

Pagu anggaran tetap pada level Program atau dalam 1
(satu) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi:

a. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1
(satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker;

b. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), 1 (satu)
Kegiatan, dan 1 (satu) Satker;

c. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama,
Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu)
wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

d. pergeseran anggaran dalam Keluaran (Output) yang sama,
Kegiatan yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berbeda;

e. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan
yang sama, dan antar Satker dalam 1 (satu) wilayah kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

f. pergeseran anggaran antar Keluaran (Output), Kegiatan
yang sama, dan antar Satker dalam wilayah kerja Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
berbeda;

g. pergeseran anggaran antar Kegiatan dalam 1 (satu) Satker;

h. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker
dalam 1 (satu) wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;

i. pergeseran anggaran antar Kegiatan dan antar Satker
dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berbeda,;
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pergeseran anggaran antar lokasi dan/atau antar
kewenangan untuk Kegiatan dalam rangka tugas
pembantuan, urusan bersama, dan/atau
dekonsentrasi;

penghapusan/perubahan catatan dalam halaman IV DIPA;

penambahan dan/atau perubahan cara penarikan
PHLN/PHDN termasuk Penerusan Pinjaman;

. pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(inkracht);

penggunaan dana Keluaran (Output) cadangan;
penambahan/ perubahan Rumusan Kinerja;

perubahan komposisi instrumen pembiayaan utang;
dan/atau

penambahan/perubahan rumusan Keluaran sepanjang
belum tersedia dalam database RKA-K/L DIPA.

Pagu anggaran tetap pada level APBN atau antar Program
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a.

pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja
Lainnya (BA 999.08) ke BA K/L;

pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam
Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

pergeseran anggaran antar Program dalam rangka
memenuhi kebutuhan Biaya Operasional;

pergeseran anggaran dari BA K/L ke BA BUN;

pergeseran anggaran antar Program dalam rangka
penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi Satker yang
telah mendapat persetujuan DPR;

pergeseran anggaran antara Program lama dan Program
baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA
baru dalam 1 (satu) Satker,;

pergeseran anggaran antara Program lama dan Program
baru dalam rangka penyelesaian administrasi DIPA
baru antar bagian anggaran; dan/atau

perubahan nomenklatur bagian anggaran,
Program/Kegiatan, dan/atau Satker.


http://www.peraturan.go.id

